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BAB1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional. Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tersebut, tidak terlepas dari
pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan informasi penting untuk
membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam
memahami, memperbaiki dan menentukan tindaklanjut yang tepat.

Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada Pasal 276 yang mengamanatkan
bahwa kepala daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerahnya. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pembangunan daerah provinsi yang dipimpinnya serta melakukan
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kabupaten/kota.

Tatacara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pengendalian

dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;

b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
dan

c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah
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Berdasarkan peraturan tersebut diatas, pelaksanaan evaluasi dilakukan pada setiap
dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk diantaranya Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2005 - 2025 merupakan acuan dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati
serta Wakil Bupati periode tersebut. Pada tahun ini, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021 - 2026 telah memasuki periode ke empat. Setelah RPJPD Kabupaten
Bengkulu Selatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 7 Tahun 2011, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan
keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana tercantum dalam RPJPD tersebut.

Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang
lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan
dan keuangan daerah tersebut, diantaranya:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik
pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN
merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah
karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan
dalam sistem perencanaan nasional. Agenda pembangunan yang menjadi
Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh
seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam
melaksanakan setiap Prioritas Nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal
159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan
bahwa sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya
dilaksanakan dalam menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada
seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi

pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah
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daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada
penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan
tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung

SIPD.

Adapun Peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

diantaranya :

1) Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan
informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang
disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit dalam
memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen
dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta
meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit
daerah;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota.
Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja
perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah,
perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini

mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja
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penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, terkait evaluasi RPJPD, secara khusus Menteri Dalam Negeri
mengeluarkan surat edaran nomor 600.2.1/1570/S] tentang Penyusunan Evaluasi
terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025. Dalam surat edaran tersebut, dengan konsideran Undang-Undang nomor 10 tahun
2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014
tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang serta
berbagai pertimbangan peraturan lainnya, maka pemerintah daerah diminta untuk
melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025, dengan

memperhatikan beberapa hal berikut:

a. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025 mencakup
pelaksanaan 4 periode RPJMD

b. Menyajikan data kuantitatif dan informasi terkait indikator makro pembangunan
sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang
laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025 digunakan sebagai
bahan penyusunan Rancangan Awal RPJPD tahun 2025-2045 yang berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Republik  Indonesia =~ Nomor 23 Tahun 2014  Tentang
Pemerintahan Daerah
2) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2004. Tentang. Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
3) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2007. Tentang. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
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5)

6)

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
tahun 2005-2025

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/S] tentang
Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan

Daerah Lainnya

Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025

merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan di dalam

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini sebagai

upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan di daerah dengan pembangunan

nasional. RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki hubungan dengan dokumen

perencanaan pembangunan lainnya dimana keterkaitan tersebut sebagai berikut:

1)

2)

RPJP Nasional tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen tersebut berisikan visi,
misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh
Indonesia. Sementara itu, RPJP Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025
merupakan dokumen yang berisikan perencanaan pembangunan di Propinsi
Bengkuluy;

RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025 merupakan pedoman bagi
penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan
Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka mendukung terciptanya
pembangunan berkesinambungan. Di samping itu RPJPD di susun untuk

memudahkan koordinasi dan sinkronisasi guna memudahkan tercapainya
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sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam jangka

panjang.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025 mengacu dan
mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik itu RTRW Provinsi,
RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri maupun RTRW Kabupaten tetangga
khususnya kesepakatan bersama dengan kabupaten tetangga, dengan harapan tercipta

sinkronisasi dalam pembangunan dan pengembangan yang berbasis tata ruang wilayah.
1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen evaluasi RPJPD terdiri dari pendahuluan, capaian
kinerja RPJPD pada akhir periode, faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja,
kesimpulan dan rekomendasi. Dokumen evaluasi RPJPD disajikan berdasarkan hasil-
hasil perumusan ke dalam dokumen evaluasi. Penyajian evaluasi RPJPD disusun menurut

sistematika sebagai berikut:

Tabel 1 Sistematika Penulisan

Bab Rincian

I. Pendahuluan Memuat latar belakang dan tujuan Dilaksanakannya
evaluasi hasil RPJPD

II. Capaian Kinerja RPJPD Pada Akhir | Memuat penjabaran dan analisis capaian kinerja
Periode pemerintah daerah berdasarkan pelaksanaan lpjpd
pada akhir periode rpjpd beserta capaian indikator
makro pembangunan

[1I. Faktor Pendorong Dan Memuat hasil identifikasi faktor-faktor yang

Penghambat Pencapaian Kinerja mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja
sasaran pokok rpjpd

IV. Kesimpulan Dan Rekomendasi Memuat kesimpulan terhadap hasil identifikasi faktor-

Tindak Lanjut faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya

target kinerja sasaran pokok rpjpd sebagai
rekomendasi untuk penyusunan rpjpd periode
berikutnya

Lampiran Memuat berbagai data dan informasi dalam melengkapi
aspek kualitas laporan hasil pelaksanaan RPJPD tahun
2005-2025

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan evaluasi RPJPD adalah:
1) Mengevaluasi pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai
misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten

Bengkulu Selatan tahun 2005-2025.
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2) Menganalisis apakah sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka
panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025, telah
dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran
RPJMD dalam periode tersebut.

3) Merumuskan rekomendasi sesuai hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 dan

perbaikan kebijakan pembangunan yang perlu dilakukan.
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BAB 2. CAPAIAN KINERJA RPJPD PADA AKHIR PERIODE

Pada bagian Bab 2 ini memuat penjabaran dan analisis capaian kinerja Pemerintah
Daerah berdasarkan pelaksanaan RPJPD pada akhir periode RPJPD beserta capaian

indikator makro pembangunan.
2.1. Capaian Indikator Makro

Indikator Makro dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan menggambarkan
kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Indikator makro pembangunan
yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka
Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Ketimpangan
Pendapatan dan PDRB per Kapita. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat
dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan
nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.
Berikut adalah Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan

Periode 2005 - 2025:

Tabel 2 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Periode

2005 - 2025
Capaian Capaian .
No Indikator AI:/val Target All)(hir g:l;:g:i{:; [;e;::::l:l:;?

Periode Periode
1 Indeks Pembangunan Manusia 70,08 71,98 71,42 99,22% 1,91%
2 | Angka Kemiskinan (%) 37,45 16,4 17,86 91,83% -52,31%
3 | Angka Pengangguran (%) 11,32 3 3,51 85,47% -68,99%
4 Pertumbuhan Ekonomi 591 4,97 3,45 69,42% -41,62%
5 Pendapatan Perkapita (000) 8.546,4 36.886 36.886 100% 331,59%
6 Ketimpangan Pendapatan 0,36 0,25 0,3 83,33% -16,67%
7 | PDRB Per Kapita 3180.13 | 3871.61 3871.61 100% 21.74%

Rata-Rata 88,85%

Rata-rata capaian indikator makro RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan sampai pada
Tahun 2022 menunjukkan 85,85 persen dari target akhir yang diharapkan pada tahun
2025. Adapun penjelasan masing-masing indikator makro tersebut diuraikan sebagai

berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

[PM menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat di suatu negara
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secara komprehensif yang melibatkan berbagai dimensi. Adapun pengukuran IPM
di Indonesia menggunakan 3 dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat,
pengetahuan, serta standar hidup layak. Tiap dimensi kemudian juga dijabarkan
dengan indikatornya masing-masing. Umur panjang dan hidup sehat dihitung
berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan dihitung berdasarkan
harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak
dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita. Adapun IPM turut berfungsi
sebagai salah satu data untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM
sendiri pertama kali dicetuskan dalam United Nations Development
Programme (UNDP) pada tahun 1990. Secara internasional, indikator ini
disebut Human Development Index (HDI) dan rutin dipublikasikan tiap tahun
lewat Human Development Report (HDR). Karena itu, indikator ini biasa
digunakan untuk membagi negara ke dalam kategori negara maju, negara
berkembang, atau negara terbelakang. Selain itu, data dari IPM juga dapat
berfungsi untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi dalam pembangunan
manusia di sebuah negara.

Kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengalami
kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Tahun 2022, IPM Kabupaten
Bengkulu Selatan telah mencapai 71,42. Angka ini meningkat 1,34 poin
dibandingkan dengan Tahun 2005 yang sebesar 70,08. Saat ini masih dibawah
[PM Nasional yang sebesar 72,91 dan IPM Provinsi Bengkulu sebesar 72,16.
Namun demikian, capaian IPM Tahun 2022 Bengkulu Selatan hampir mencapai
target di RPPD 2005-2025 sebesar 71,98. Sejak Tahun 2016 IPM Bengkulu Selatan
berada pada status “tinggi”, dan saat ini menempati peringkat ke-3 dibandingkan
kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu, dibawah Kota Bengkulu dan Kabupaten
Rejang Lebong. Pertumbuhan IPM Bengkulu Selatan Tahun 2022 sebesar 1,91
persen dibanding capaian pada periode awal RPJPD. Peningkatan IPM Tahun 2022
merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM.

Peningkatan IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 terjadi pada semua
dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup

layak. Pertumbuhan IPM Provinsi Bengkulu 2022 mengalami percepatan dari
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tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan,

terutama standar hidup layak. Pada dimensi umur harapan hidu
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